
i 

 

SKRIPSI 

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 

PAJAK ORANG PRIBADI 

 

 

 

 

 

 

  DIAJUKAN OLEH : 

            NAMA : JUSTIN 

            NPM    : 125200177 
 

 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT 

GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI 

 

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

JAKARTA 

2023 

 

 



ii 

 

 

 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

         FAKULTAS EKONOMI  

                   JAKARTA 

 

 



iii 

 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

          FAKULTAS EKONOMI 

                    JAKARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

         FAKULTAS EKONOMI  

                   JAKARTA 

 

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

ORANG PRIBADI 

ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan dengan maksud menguji pengaruh pemahaman pajak, 

sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. Peneliti menggunakan 100 responden yang diseleksi menggunakan 

metode random sampling. Peneliti memilih untuk memakai data primer berupa 

kuesioner. Peneliti melakukan olah data dengan aplikasi SmartPLS 4. Hasil yang 

ditemukan setelah mengolah data menjelaskan bahwa setiap variabel X 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (variabel Y).  

Kata kunci : Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan, Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi 

 

ABSTRACT 

This research aims to test the influence of tax understanding, tax sanctions, and 

tax audits on individual taxpayer compliance. Researchers used 100 respondents 

who were selected using the random sampling method. Researchers chose to use 

primary data in the form of a questionnaire. Researchers processed the data using 

the SmartPLS 4 application. The results found after processing the data explained 

that each variable X had a positive effect on individual taxpayer compliance 

(variable Y). 

Keywords : Understanding Tax, Tax Sanctions, Audits, Individual Taxpayer 

Compliance 
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Bab I 

 Pendahuluan 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah  

 Ketentuan dan peraturan perpajakan sudah ada dalam aturan Undang-

Undang yaitu No. 28 Tahun 2007 tentang KUP. Definisi pajak yaitu peranan 

wajib dari masyarakat untuk negara yang memiliki sifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan imbalan yang didapatkan secara tidak langsung dan 

ditujukan untuk keperluan negara dengan maksud kemakmuran rakyat. Pasal 1 

ayat 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak bisa berupa orang pribadi atau 

badan, mencakup membayar pajak, memotong pajak, maupun memungut pajak, 

yang memiliki hak dan kewajiban dengan berlandaskan kebijakan pajak. 

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2, wajib pajak 

yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, harus langsung daftar di kantor DJP. 

 Penerimaan pendapatan Indonesia berasal dari berbagai macam sektor. 

Sektor penerimaan yang memiliki pengaruh besar bagi Indonesia salah satunya 

adalah pajak. Semua hasil penerimaan tersebut akan ditujukan untuk membangun 

dan mendorong kesejahteraan negara serta semua masyarakat Indonesia. 

Pemerintah selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya 

untuk membiayai pengeluaran negara. Semakin tinggi penerimaan pajak maka 

kemampuan negara membiayai pembangunan juga semakin tinggi. Begitu pula 

sebaliknya, apabila penerimaan negara rendah maka rendah juga kemampuan 

negara dalam membiayai pembangunan. Dari seluruh penerimaan negara, sektor 

perpajakan adalah sumber penerimaan yang perannya jauh lebih besar yaitu 

sekitar 70%. 

 Pajak menurut Mardiasmo (2018:1) adalah iuran atau pembayaran dari 

rakyat yang ditujukan kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang 
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bersifat memaksa dengan jasa timbal yang tidak langsung didapatkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak tidak hanya sebagai 

pemasukan kas negara tetapi juga sebagai pengatur stabilitas ekonomi. Hal ini 

sudah sangat cocok dengan fungsi pajak yaitu sebagai budgeter dan regulered. 

Fungsi budgeter, yaitu memasukkan uang semaksimal mungkin ke kas negara. 

Hal ini bertujuan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, 

diantaranya bisa dalam bentuk pendanaan rutin yaitu belanja kebutuhan untuk 

pegawai, belanja berbagai macam barang, pemeliharaan, dan lain-lain. Sedangkan 

fungsi regulered adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat 

di banyak bidang seperti ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya (Adiwijaya, 2014: 2). 

 Dalam usaha menjaga tulang punggung negara dari penerimaan pajak, 

Direktur Jendral Pajak sudah sering sekali melakukan banyak reformasi tentang 

perpajakan. Perubahan yang pertama kali terjadi pada tahun 1983, lalu perubahan 

yang kedua terjadi yaitu UU No. 8 tahun 1994 tentang Ketentuan dan Peraturan 

Perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia awalnya official assessment 

system berubah menjadi self assessment system. Pengertian dari Official 

assessment system adalah sistem pemungutan yang wewenangnya penuh kepada 

fiskus untuk menentukan seberapa besar pajak wajib pajak yang terutang. 

Sedangkan self assessment system adalah pemungutan pajak yang wewenangnya 

penuh kepada wajib pajak untuk memutuskan besarnya pajak terutang. 

 Dengan berubahnya sistem tersebut menjadi self assessment system, 

pemeriksaan pun dilakukan untuk memastikan pajak yang dibayarkan oleh wajib 

pajak sudah layak dan benar dengan ketentuan dan aturan perpajakan. Hasilnya 

sudah terbukti bahwa masih rendah tingkatnya kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Akhirnya dilakukan 

penagihan pajak untuk mereka yang tidak melunasi kewajiban pajaknya. 

Penagihan ini diperkuat dengan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa. 

 Perubahan terjadi untuk yang ketiga kalinya yaitu pada tahun 2000 yaitu 

penurunan lapisan kena pajak penghasilan badan (UU No. 17 pasal 17 tahun 
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2000). Dan yang paling akhir, perubahan keempat yang dilakukan pada 

pertengahan 2008, pemerintah kembali melakukan perubahan dan mengesahkan 

UU No. 36 tahun 2008 berkaitan dengan pajak penghasilan. 

 Pemeriksaan dilakukan untuk wajib pajak yang menyampaikan SPT lebih 

bayar, mengajukan restitusi, melaporkan SPT yang dinyatakan rugi, tidak 

menyampaikan atau melewati batas penyampaian SPT, melakukan penggabungan 

usaha, dan menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi sesuai analisis 

resiko (Ilyas, 2013).  

 Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan surat ketetapan pajak 

sebagai bentuk hukum yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang 

memberikan penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak dan penentu besarnya 

sanksi pajak yang terutang. Tingginya jumlah pajak terutang yang tertunggak 

menunjukan potensi penerimaan pajak yang tinggi atau bertambahnya pemasukan 

tersebut.  

        Tingkat kepatuhan wajib pajak yang makin bertambah tinggi, maka 

seharusnya penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. 

Oleh karena hal tersebut, mendorong rasa patuh wajib pajak sudah selayaknya 

menjadi tugas instansi pajak selain mendorong kerja para pegawai agar 

mempunyai skill, pengetahuan, dan tanggung jawab sebagai pengurus pajak 

negara. Terbentuknya rasa patuh wajib pajak dipengaruhi dengan pemahaman 

masyarakat tentang seluruh peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan 

perpajakan dapat diartikan sebuah proses ketika seorang wajib pajak paham betul 

tentang perpajakan dan cara wajib pajak mengimplementasikan semua 

pengetahuan tersebut untuk membayarkan pajaknya.  

 Pemahaman peraturan perpajakan merupakan keadaan seorang wajib pajak 

mengetahui dan mengerti segala hal mengenai perihal perpajakan tanpa adanya 

suatu paksaan dari pihak-pihak lain (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dengan 

adanya pemahaman pajak, kesadaran perpajakan seharusnya akan muncul dari 

dalam pribadi wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan 
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menyadari pentingnya membayar iuran pajak, maka tingkatan rasa patuh para 

wajib pajak dalam lingkup pajak akan meningkat. Ketidakpatuhan wajib pajak 

dapat berkembang jika instansi pajak tidak tegas. Hal ini dapat menyebabkan 

sistem perpajakan menjadi lumpuh dan tidak ada artinya. Artinya seandainya 

seluruh wajib pajak memiliki rasa patuh yang tinggi dalam membayar kewajiban 

pajaknya sehingga pembangunan akan berjalan lancar dan penerimaan dari pajak 

dapat mencapai target (Tryana, 2013).  

 Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan 

usaha ataupun pekerjaan dengan bebas. Mereka biasanya lebih sering melakukan 

pelanggaran dibandingkan wajib pajak yang menjadi karyawan. Penyebab hal ini 

terjadi dikarenakan masyarakat yang memiliki suatu kegiatan usaha melakukan 

perhitungan dan pencatatan sendiri terhadap usaha yang mereka lakukan. 

Perhitungan dan pencatatan ini dapat dilakukan sendiri atau mengikutsertakan 

orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Akan tetapi, masih banyak dari 

wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan yang bebas ini 

berpendapat bahwa kurang bermanfaat jika mengikutsertakan pihak lain dalam 

melakukan pembukuan ataupun pencatatan. Dengan demikian, wajib pajak 

tersebut leb  ih memutuskan untuk melakukan sendiri dalam hal pembukuan 

ataupun pencatatan. Hal ini menyebabkan adanya kesalahan dan kecurangan 

dalam proses pelaporan pajaknya.  

 Dalam penerapan Self Assesment System ini masih dengan mudahnya akan 

terjadi suatu kecurangan dalam pengisian SPT atau kesalahan dalam pengisisan 

SPT. Sehingga pemeriksaan terhadap wajib pajak harus dilakukan. 

Pemeriksaan dapat diartikan sebagai susunan kegiatan untuk menemukan, 

mengumpulkan, mengolah data, untuk menentukan tingkat kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan ditujukan dalam rangka menjalankan semua 

kebijakan perpajakan. 

 Untuk menjaga wajib pajak agar tidak keluar dari lingkup peraturan 

perpajakan, Direktorat Jendral Pajak melakukan tindakan preventif yaitu dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria perpajakan 
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dan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Tindakan ini 

merupakan cara menegakkan hukum bagi wajib pajak yang menyimpang dalam 

pemenuhan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak merupakan hukuman atas 

penyimpangan yang pernah dibuat oleh semua wajib pajak. Sanksi pajak ini 

biasanya terjadi karena adanya suatu penyimpangan terhadap undang-undang 

perpajakan dimana ketidakbenaran yang dibuat semakin besar, maka sanksi pajak 

yang diterima pastinya akan lebih berat. Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk 

menyodorkan konsekuensi keras terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga 

tidak lagi mengulangi perihal yang sama dimasa depan (Prihastanti dan 

Kiswanto,2015). 

 Sanksi perpajakan disebut sebagai hukuman yang bersifat negatif kepada 

setiap orang yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan dengan cara 

membayar uang. Sesuai peraturan undang-undang perpajakan terdapat dua jenis 

sanksi, antara lain adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi biasanya berupa denda. Ini sangat dibutuhkan untuk memberikan 

efek jera bagi pihak pelanggar pajak. Dengan adanya hal ini, sangat diminta agar 

kebijakan tentang perpajakan dapat dipatuhi oleh masyarakat yang akan 

membayar pajak. Wajib pajak biasanya akan menyelesaikan kewajiban 

perpajakan jika mereka beranggapan bahwa sanksi pajak akan jauh lebih 

merugikan. 

 Penggunaan pemeriksaan pajak telah membantu menghasilkan pendapatan 

bagi pemerintah (Onoja dan Iwarere, 2015). Pemeriksaan pajak adalah 

pemeriksaan laporan pajak wajib pajak oleh otoritas pajak terkait untuk 

memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan peraturan negara 

yang berlaku. Adediran dkk (2013) berpendapat bahwa pemeriksaan perpajakan 

sama halnya seperti menjalankan pemeriksaan keuangan yang berhubungan 

dengan pengumpulan informasi dan pengolahan data agar dapat menentukan 

seberapa besar tingkat kepatuhan terhadap aturan undang-undang perpajakan. 

 Dalam praktek nyatanya, dibutuhkan sesuatu untuk memperkuat yaitu 

sosialisasi perpajakan yang diselenggarakan oleh pihak DJP terhadap masyarakat 
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luas agar semakin paham tentang kewajiban perpajakan mereka. Dengan begitu, 

masyarakat bisa bertanya langsung ke petugas pajak tentang aturan pajak dan 

akan mendapatkan penjelasan yang jelas dan rinci. Kedua belah pihak harus bisa 

menciptakan suasana yang nyaman agar tidak canggung saat sosialisasi dilakukan. 

Sosialisasi ini tentunya dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar dalam 

mematuhi aturan perpajakan sehingga meminimalisir pelanggaran. Dengan 

demikian, wajib pajak akan terhindar dari sanksi pajak. 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan peneliti 

merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman pajak, 

sanksi pajak, dan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, 

serta peneliti ingin mengambil penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi. 

 Berdasarkan pemaparan penjelasan tersebut, maka peneliti akan 

mengambil penelitian dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, 

SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.” 

2. Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan rincian pada bagian latar belakang, terdapat berbagai hal yang 

menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu kepahaman pajak, 

sanksi pajak, dan pemeriksaan. Variabel-variabel ini sudah pernah diteliti dan 

dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

1. Pandangan tentang kewajiban membayar pajak yang masih rendah.  

2. Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

3. Sanksi pajak masih kurang tegas bagi wajib pajak yang melanggar aturan 

perpajakan. 

4. Minimnya pemeriksaan terhadap pajak yang diterima. 
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3. Batasan Masalah  

 Penelitian tentang ini akan dibatasi agar penelitian berfokus pada masalah 

yang di teliti. Mengingat begitu luas penelitian baik teknik, model, serta data yang 

dapat digunakan dan keterbatasan waktu serta tenaga peneliti, maka perlu dibuat 

batasan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, hanya terbatas pada pengaruh pemahaman pajak, 

sanksi pajak, dan pemeriksaan. Penelitian tentang pajak yang kami lakukan juga 

hanya mengarah kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Jakarta 

Barat. 

4. Rumusan Masalah   

 Untuk mempermudah penelitian, kami berpegang pada rumusan-rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 

2. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 

3. Apakah pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pembahasan isu-isu yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh pemahaman pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
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3. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi pembaca adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara pemahaman pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

2. Bagi wajib pajak orang pribadi adalah memberikan wawasan untuk 

meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar pajak sebagai 

bentuk nyata warga negara yang taat dan membantu pembangunan 

negara. 

3. Bagi aparat pajak adalah masukan untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena pajak 

adalah salah satu sumber penghasilan negara.  

4. Bagi universitas adalah untuk referensi penelitian selanjutnya pada 

bidang yang sama. 
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